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PROLOG

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan
perlindungan, mengingat dilihat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya,
anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan
rentan. Demikian pula halnya dengan anak yang berhadapan
dengan hukum (ABH), sehingga perlakuan terhadapnya tidak dapat
disamakan dengan perlakuan orang dewasa yang melakukan tindak
pidana. Dengan kata lain, ABH perlu mendapat perlindungan dalam
proses penanganannya.

Upayaperlindungan ABH dapat dilakukan dengan meningkatkan
perandantugas masyarakat, pemerintah, danlembaganegaralainnya
didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-
Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan
mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam
proses penegakan hukum di Indonesia. Perwujudan keadilan
restoratif (restorative justice) tersebut adalah dengan adanya diversi
(pengalihan) perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada
proses peradilan pidana, sehingga anak yang berkonflik dengan
hukum tidak harus mendapatkan hukuman badan. Pengaturan
mengenai keadilan restoratif dalam UU SPPA dapat dibuktikan
dengan adanya penerapan standar minimal yang diatur dalam UN
Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In
Criminal Matters. Standar minimal tersebut antara lain: 1) kondisi
perkara dapat dialihkan pada keadilan restoratif; 2) metode diversi
yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif; 3) kualifikasi
yang dimiliki oleh fasilitator dalam penegakan keadilan restoratif; 4)
pihak yang berwenang menyelenggarakan keadilan restoratif; dan
5) kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian keadilan
restoratif.
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Konsep Diversi yang ada dalam UU SPPA wajib diupayakan
dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan,
maupun pemeriksaan di sidang peradilan. Selain itu, peran lembaga
lain, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, sangat penting dalam
mendukung diwujudkannya keadilan restoratif dalam Peradilan
Anak, sebagaimana yang diamanatkan UU SPPA.

Buku bunga rampai berjudul “Sistem Peradilan Pidana Anak:
Peradilan untuk Keadilan Restoratif’ ini merupakan kumpulan
karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Peneliti Bidang Hukum pada
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR
RI. Sebagian besar data dan informasi yang digunakan berasal dari
hasil penelitian/kajian mengenai “Kesiapan Pemerintah dan Aparat
Penegak Hukum dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, yang bersifat
yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif.
Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder. Data
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, sedangkan data primer
diperoleh langsung dari para pemangku kepentingan (stakeholders)
melalui penelitian yang dilakukan di Kota Surabaya dan Palembang,
tahun 2014. Data dan informasi juga didapat dari hasil focus group
discussion dengan pakar hukum dan pejabat beberapa instansi
terkait.

Tulisan pertama dalam buku ini, ditulis oleh Novianti, dengan
judul “Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku
Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan”. Penulis mengungkapkan
bahwa anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan harus
tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik
bagi anak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) dan
Beijing Rules. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana KHA
terkait dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam
proses penyidikan. Dalam pembahasan, Penulis menguraikan,
bahwa ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dimuat dalam UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23
Tahun 2002, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
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Pidana Anak, telah disesuaikan dengan KHA dan Beijing Rules,
yang dilakukan melalui harmonisasi hukum. Ketentuan yang telah
sesuai tersebut, antara lain mengenai perlindungan terhadap anak
pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, yang meliputi:
penangkapan, pemeriksaan, upaya diversi dan penahanan.

Tulisan yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif pada
Tahapan Penyidikan Perkara Anak” merupakan tulisan kedua,
yang ditulis oleh Marfuatul Latifah. Tulisan ini dapat memberikan
pemahaman kepada pembaca mengenai bagaimana keadilan
restoratif diterapkan dalam proses peradilan perkara anak. Fokus
tulisan adalah penanganan perkara anak di tahap penyidikan, yang
merupakan pintu masuk dari penegakan hukum secara formal.
Penyidikan terhadap perkara anak tersebut merupakan tahapan
awal penyelesaian perkara yang memberi ruang sangat luas untuk
melakukan berbagai upaya, sehingga dapat tercapai diversi atas
perkara anak. Upaya-upaya tersebut merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam UU SPPA.

Dari hasil penelitian Penulis, terungkap bahwa dalam praktek,
penerapan Diversi di tahapan penyidikan belum dilaksanakan
dengan efektif. Diversi dalam tahapan penyidikan perkara anak
sulit ditegakkan bagi delik biasa. Kendala dalam penerapan Diversi
pada tahapan penyidikan perkara anak adalah pemahaman akan
konsep keadilan restoratif yang belum benar-benar dipahami
oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyidikan
perkara anak. Pada bagian akhir tulisan ini, Penulis menyarankan
perlunya dilakukan sosialisasi lebih mendalam atas paham keadilan
restoratif di masyarakat luas, sehingga perlindungan hak anak
untuk tumbuh kembang sebagaimana mestinya dapat diberikan,
walaupun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Untuk
itu, perlu ada perubahan paradigma di institusi Kepolisian selaku
penyidik perkara anak, salah satunya dengan menjadikan unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai satu-satunya unit
yang melakukan penyidikan atas seluruh perkara anak. Selain itu,
para penyidik yang bertugas di PPA harus mempunyai kemampuan
penyelesaian perkara anak dan keterampilan untuk mengupayakan
mediasi agar tercapai diversi. Dengan demikian, tujuan SPPA
dengan memberikan perlindungan terhadap anak melalui keadilan
restoratif dapat tercapai.
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Tulisan ketiga berjudul “Pelaksanaan Diversi pada Pemeriksaan
Perkara Anak di Sidang Pengadilan”, ditulis oleh Puteri Hikmawati.
Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji tentang 1) ketentuan mengenai
pelaksanaan diversi dalam pemeriksaan perkara anak di sidang
pengadilan; 2) peran hakim anak dalam melaksanakan diversi,
dan 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi.
Dalam analisisnya diuraikan bahwa upaya diversi dalam tahapan
sidang pengadilan dilakukan oleh hakim anak sebagai fasilitator.
Ada persyaratan khusus bagi hakim untuk ditetapkan sebagai hakim
anak yang ditetapkan oleh UU. Dalam kenyataannya, jumlah hakim
anak sangat terbatas dan belum ada ketentuan tata cara pelaksanaan
diversi dalam UU. Hakim menghadapi kendala dalam melaksanakan
UU SPPA, seperti masa pemeriksaan yang diberikan oleh UU terlalu
singkat, kurangnya sarana prasarana, dan belum adanya persamaan
persepsi antara pihak pendidik, aparat penegak hukum, dan media,
mengingat masalah anak perlu penanganan khusus. Pada bagian
akhir tulisan ini, Penulis mengungkapkan bahwa Pemerintah
perlu segera membuat peraturan pelaksanaan mengenai tata cara
dan koordinasi pelaksanaan diversi serta meningkatkan sarana
dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan diversi. Selain itu,
Mahkamah Agung perlu meningkatkan jumlah hakim anak yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU.

Selanjutnya, tulisan Luthvi Febryka Nola, dengan judul “Peran
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam
Melindungi Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, merupakan
tulisan keempat dalam buku ini. Penulis memfokuskan tulisannya
pada peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
Penulis mengungkapkan bahwa LPKS berperan melindungi hak-hak
anak yang berkonflik dengan hukum melalui kegiatan kesejahteraan
sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial. Dalam melakukan kegiatan kesejahteraan
sosial tersebut, LPKS mengalami sejumlah kendala terkait dengan
pendekatan sosial yang dipergunakan. Kendala tersebut antara lain
keterbatasan sarana dan prasarana yang menyebabkan pengekangan
secara fisik terhadap anak yang berada di LPKS. Belum lagi masalah
mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab apabila anak yang
berkonflik dengan hukum tersebut melarikan diri. Selain itu, belum
adanya Standar Operasional Baku (SOB)/ Standard of Procedure
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(SOP) penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memicu
ketidakjelasan masalah anggaran dan tata cara penanganan anak
yang berkonflik dengan hukum oleh LPKS. Dalam penelitian, Penulis
mendapat informasi, bahwa untuk mengatasi kendala tersebut,
LPKS memberdayakan berbagai panti dan tenaga sosial yang ada,
mengikutsertakan anak dalam program jaminan sosial nasional, dan
berperan aktif dalam pembuatan peraturan pelaksana.

Tulisan terakhir dalam buku ini berjudul “Peran Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) BAPAS terhadap Pemenuhan Perlindungan
Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, ditulis oleh
Trias Palupi Kurnianingrum. Penulis menguraikan, bahwa peran PK
Bapas dalam sistem peradilan pidana anak memegang peranan yang
sangat penting. Posisi PK Bapas di dalam UU SPPA dikatakan sebagai
mediator, di mana PK Bapas berperan sebagai ujung tombak dalam
terwujudnya proses mediasi sebagai implementasi asas restorative
justice yang diamanatkan UU SPPA. Berdasarkan hasil penelitian di
salah satu Lembaga Pemasyarakatan Anak, penulis mengungkapkan,
meskipun PK Bapas mengalami banyak kendala atau hambatan di
lapangan, namun PK Bapas tetap melakukan tugasnya dengan baik.
Hal ini terlihat pada saat proses penanganan perkara baik pada
tahap diversi, tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan
pengadilan. Peran yang dilakukan oleh PK Bapas dinilai sudah
sesuai dengan konteks perlindungan hukum ABH yang didasarkan
pada prinsip-prinsip KHA dan UU Perlindungan Anak, mengingat
perlindungan hukum merupakan hak bagi semua orang termasuk
anak, ketika menjadi pelaku tindak pidana.

Mengingat UU SPPA merupakan UU yang baru berlaku pada
tahun 2014, maka buku ini diharapkan dapat memberikan masukan
kepada penentu kebijakan terkait, terhadap adanya kendala-
kendala yang dihadapi dalam penerapan UU tersebut. Meskipun
uraian dalam buku ini belum memuat semua peran dari instansi
lain yang terlibat dalam peradilan anak, namun demikian kehadiran
buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan
memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2015
Penyunting
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EPILOG

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan
pidana yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan
Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum,
anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi
saksi tindak pidana. Anak merupakan generasi penerus bangsa
yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu,
banyak pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perlu kehati-
hatian dalam menangani anak, agar tidak timbul trauma bagi anak
di kemudian hari. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai
Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan institusi
atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan
dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan, menentukan
apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak,
hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan,
dilakukan dalam koridor untuk Keadilan Restoratif.

Penanganan perkara anak, khususnya terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan mengacu
kepada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Hukum nasional yang
mengatur perlindungan hukum terhadap anak, telah diharmonisasi
dengan KHA dan Beijing Rules, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.
23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA pada dasarnya telah mengatur penerapan Keadilan
Restoratif dalam penegakan hukum perkara anak di Indonesia.
Pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dalam UU SPPA dapat
dilihat dari adanya penerapan standar minimal yang diatur dalam
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UN Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in
Criminal Matters. Standar minimal yang dimaksud, seperti: kondisi
sebuah perkara dapat dialihkan pada Keadilan Restoratif, metode
Diversi yang digunakan dalam penerapan Keadilan Restoratif,
kualifikasi yang dimiliki oleh fasilitator, pihak yang berwenang
menyelenggarakan keadilan restoratif, serta kompetensi dan aturan
perilaku dalam pengoperasian Keadilan Restoratif. Dari semua
standar minimal tersebut, yang tidak diatur oleh UU SPPA adalah
hanya pada standar yang terakhir yaitu kompetensi dan aturan
perilaku dalam pengoperasian keadilan restoratif. Namun, standar
tersebut diatur dalam ketentuan masing-masing instansi, yaitu
jika dalam penyidikan maka ketentuan tersebut diatur melalui
Peraturan Kepala Bareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan
Hukum di Lingkungan Bareskrim POLRI.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena
itu, diperlukan proses penyelesaian perkara di luar mekanisme
pidana, yang disebut Diversi dengan pendekatan Keadilan
Restoratif. Pelaksanaan Diversi membutuhkan kelengkapan aturan
dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam
melaksanakan ketentuan dan perlunya dukungan dari masyarakat.
Pengadilan sebagai benteng terakhir proses peradilan pidana harus
dapat mengupayakan Diversi, jika pada tahap sebelumnya gagal.
Namun, ketentuan mengenai pedoman, tata cara, dan koordinasi
pelaksanaan Diversi dalam peraturan pemerintah belum ada,
sehingga menjadi kendala bagi hakim dalam mengupayakan Diversi
bagi anak pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan di persidangan.

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh LPKS dalam
penanganan ABH, khususnya dalam melindungi hak anak yang
berkonflik dengan hukum, adalah keterbatasan sarana dan
prasarana; keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM; dan masalah
budaya. Selain itu, UU SPPA diberlakukan tanpa diikuti dengan
adanya peraturan pelaksanaan (PP), yang menyebabkan beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang SPPA tidak dapat terlaksana. PP
terkait pengawasan terhadap ABH yang ditempatkan di LPKS sangat
diperlukan karena pengawasan dapat dilakukan dengan dilengkapi
sarana pendidikan dan adanya ruang isolasi untuk anak yang
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berkonflik dengan hukum sebelum dapat dibaurkan dengan anak
panti lainnya.

Eksistensi dan peran PK Bapas dalam SPPA juga sangat
penting. UU SPPA telah mengatur secara jelas dan tegas peran yang
harus bahkan wajib dijalankan oleh PK Bapas. Peran penting dan
strategis ini terlihat pada saat pembimbingan, pengawasan dan
pendampingan terhadap ABH (baik itu anak pelaku, anak korban
dan anak saksi), baik di dalam maupun di luar proses pengadilan.
Penguatan ini dilakukan, mengingat semangat UU SPPA adalah untuk
mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (restorative
justice) dan menghindarkan anak dari proses peradilan (Diversi).
Meskipun mengalami banyak kendala atau hambatan di lapangan,
PK Bapas seyogyanya tetap melakukan tugasnya dengan baik. Hal
ini dapat ditunjukkan dalam proses penanganan perkara, baik
pada tahap Diversi dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan
pengadilan. Peran yang dilakukan oleh PK Bapas dinilai sudah sesuai
dengan konteks perlindungan hukum ABH yang didasarkan pada
prinsip-prinsip KHA dan UU Perlindungan Anak.
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keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam proses penegakan
hukum di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (restorative
justice) tersebut dilakukan dengan diversi (pengalihan), sehingga
anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus mendapatkan
hukuman badan. Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam
UU SPPA diadopsi dari standar minimal yang diatur dalam UN Basic
Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal
Matters.
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lain, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, sangat penting
dalam mendukung diwujudkannya keadilan restoratif dalam
Peradilan Anak, sebagaimana yang diamanatkan UU SPPA.
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